Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 9 2/BPKAD TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI BUNGO,

bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bebas dari
penyalahan kewenangan dan tindakan korupsi bagi Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah, perlu memberikan tambahan
penghasilan dalam bentuk tunjangan pengelola keuangan
dan aset daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan
Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, besaran
Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan
dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang ....2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

-0

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 BNomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2021 Nomor 2).

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 23);dan

Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati
Bungo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 21).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah sebagai berikut:

a. Bupati Rp35.750.000,00
b. Wakil Bupati Rp30.250.000,00

KEDUA : Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai bulan
Januari 2024.

KETIGA : Scgala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui DPA BPKAD
Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3} -3~ 2024
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